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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
KE DALAM MODAL SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT 

DAN BANTEN TBK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah 
sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu menggali 
sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan keuangan 
daerah; 

b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan 
meningkatkan kapasitas usaha PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten, perlu melakukan penyertaan modal 
daerah ke dalam modal saham Perusahaan PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bandung Barat; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat 

dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah 
tentang penyertaan modal daerah berkenaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5261); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 

Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 11); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 

Nomor 3 seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

dan 

BUPATI BANDUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT KE DALAM MODAL 
SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN 

BANTEN TBK 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan 
Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan 
mendapat hak kepemilikan atas Saham perusahaan. 

6. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan modal atas 
suatu perusahaan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

8. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan 
banyaknya saham yang dimiliki. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
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BAB II  

TUJUAN 

 

Pasal 2  

Penyertaan Modal ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten Tbk, bertujuan: 

a. menjadi pemilik saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
Tbk; 

b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; 

c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). 

 

BAB III  

BESARAN PENYERTAAN MODAL 

 

Pasal 3  

(1) Penyertaan Modal ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten Tbk, ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah) yang bersumber dari APBD. 

(2) Penambahan Penyertaan Modal dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah dan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV  

SUMBER DANA 

 

Pasal 4  

Penyertaan Modal ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten Tbk bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016. 

 

BAB V  

DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL 

 

Pasal 5  

(1) Deviden yang diperoleh atas Penyertaan Modal saham PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk secara langsung merupakan komponen 

pendapatan daerah dan disetorkan ke rekening umum kas daerah. 

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

BAB VI  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat. 

 Ditetapkan di Bandung Barat 

 pada tanggal 7 Desember 2015 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 ABUBAKAR 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 7 Desember 2015 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 MAMAN S. SUNJAYA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA 
BARAT : 254/2015 


